






A. Latar Belakang Masalah 
Islamic Banking atau Bank Syari‟ah adalah bank yang beroperasi sesuai 
dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam ajaran islam. Berfungsi sebagai badan 
usaha yang menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat atau sebagai lembaga 
perantara keuangan. Islamic Banking merupakan unit sistem ekonomi islam yang 
beroperasi dengan doktrin dasar larangan terhadap praktik riba
1
. 
Bank syari‟ah berfungsi sebagai tempat penghimpun dana, penyaluran dana 
dan sebagai pemberi jasa. Penghimpun dana merupakan penghimpunan dana 
masyarakat sebagai simpanan, sedangkan penyaluran dana merupakan pengelola dana 
dalam hal pinjam-meminjam, pegadaian, sewa-menyewa, jual beli dan sebagainya. 
Visi perbankan islam umumnya adalah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat 
yang ingin berinvestasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syari‟ah, 
memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat bagi 
masyarakat luas dan memberikan misi utama dengan perbankan islam. 
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Pembiayaan bank syari‟ah adalah penyediaan uang, tagihan, atau yang 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan pihak 
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lain yang mewajibkan pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak ketiga yang 
dibiayai berupa uang atau tagihan tersebut  setelah jangka waktu tertentu dengan 
imbalan bagi hasil. Selain itu dalam pembiayaan bank syari‟ah, istilah kredit atau 
pinjaman tidak dapat digunakan untuk menjelaskan penyaluran dana yang dilakukan 
bank syari‟ah.
3
 Pembiayaan prinsip syari‟ah antara lain adalah berdasarkan prinsip 
jual beli yaitu, murabahah,salam,istishna  dan seewa menyewa yaitu Iijarah,jarah 
Muntahiya Bitamlik (IMBT) sedangkan pembiayan berdasarkan prinsip pemberian 
modal antara lain : kafalah, hawalah, qardh, berdasarkan keuntungannya bank 
syari‟ah memiliki akad yang diterapkan ,yaitu murdharabah dan musyarakah. 
Keberadaan lembaga keuangan islam adalah vital karena bisnis dan roda 
ekonomi tidak akan berjalan tanpanya, bank syari‟ah adalah bank yang 
beroperasional dengan tidak mengandalkan bunga, dengan kata lain bank islam 
adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-
jasa lainnya serta pembayaran dan peredaran uang yang pengoperasiannya 
disesuaikan dengan prinsip syari‟ah. 
Bank BJB Syari‟ah sebagai salah satu lembaga keuangan yang menghimpun 
dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang 
membutuhkan dana. Yang membedakan dengan bank konvensional adala dalam cara 
menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk masyarakat luas 
yang membutuhkan dana yang harus sesuai dengan prinsip syari‟ah.  
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Bank BJB Syari‟ah menawarkan berbagai macam produk yang dapat dipilih 
oleh masyarakat, dari mulai produk penghimpun dana antara lain adalah, tabungan, 
deposito dan giro, sedangkan dalam penyaluran dananya tediri dari pembiayaan 
murabhahah, mudharabah ,ijarah, dan qardh. 
4
 masing-masing produk mempunyai 
karakteristik tersendiri dengan kelebihan dan kekurangannya. Sehingga dengan 
banyaknya produk yang ditawarkan Bank BJB Syari‟ah akan menarik 
nasabah/masyarakat dalam memilih produk-produk tersebut.  
Salah satu jenis pembiayaan di Bank BJB Syari‟ah adalah pembiayaan 
pemilikan rumah sejahtera iB maslahah dengan akad murabahah adalah produk 
turunan dari pemerintah yakni FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) 
yang dikeluarkan oleh kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang 
bertujuan agar terus tersedianya dana murah jangka panjang untuk membangun 
perumahan rakyat. karena perumahan merupakan kebutuhan pokok saat ini, terlebih 
ketika pertumbuhan penduduk semakin meningkat dan urbansasi juga semakin 
meningkat. Pembiayaan PPR sejahera iB Maslahah ini merupakan subsidi dari 
pemerintah untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah yang ingin memiliki 
rumah.  
Pelaksanaan pembiayaan PPR seahtera iB maslahah di bank BJB syari‟ah 
KCP Karawang terjadi penambahan persyaratan diluar dari syarat yang ada dalam 
akad mabahah  di dalam standar operasional prosedur yang tercantum dalam pasal 27 
ayat (2) nasabah diberikan kemudahan-kemudahan dan tetapi nasabah wajib 
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memasang, menjaga dan melihara tanda berupa stiker yang telah disediakan bank 
untuk setiap rumah yang dihuni. Namun dalam pasal  27 ayat (3) menerangkan jika 
nasabah terbukti memberikan dokumen dan persyaratan yang tidak benar dan/atau 
tidak dilaksanakan dalam pengajuan permohonan PPR sejahtera kepada bank dan jika 
nasabah tebukti tidak memanfaatkan rumah sejahtera syari‟ah tapak atau satuan 
rumah sejahtera susun secara terus menerus dalam waku 1 (satu) tahun maka 
dijelaskan dipasal 27 ayat (4) menyatakan bahwa nasabah wajib mengembalikan 
margin fasilitas likuiditas pembiayaan dan margin yang harus dibayar nasabah dan 
nasabah wajib mengembalikan subsidi bantuan uang muka.
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Standar operasional prosedur pembiayaan PPR sejahtera iB Maslahah di Bank 
BJB Syari‟ah KCP Karawang ini ada penambahan persyaratan  yakni jika nasabah 
tidak memenuhi ketentuan yang ada dipasal tersebut maka bank akan mencabut 
subsidi yang diberikan dan adanya perubahan margin murabahah dengan margin awal 
yakni 5% menjadi 16% sesuai dengan margin pembiayaan perumahan komersil biasa 
(hasil wawancara dengan bapak Nanda Saputra bagian marketing pembiayaan). Yang 
dimana akad murabahah ini merupakan akad jual beli yang berarti harga jualnya 
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B. Rumusan Masalah 
 Standar operasional prosedur Bank Bjb Syari‟ah KCP Karawang pada 
pembiayaan PPR sejahtera iB Maslahah yang menggunakan akad murabahah, bank 
menambahkan persyaratan yaitu jika nasabah tidak memenuhi ketentuan yang ada 
dipasal 27 ayat (3) tersebut maka bank akan mencabut subsidi dari pemerintah 
sehingga nasabah harus mengembalikan subsidi bantuan uang muka dan adanya 
perubahan margin murabahah dengan margin awal yakni 5% menjadi 16% sesuai 
dengan margin pembiayaan perumahan komersil biasa ( hasil wawancara dengan 
bapak Nanda Saputra bagian marketing pembiayaan). 
 Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi permasalahan yang akan 
dibahas oleh peneliti adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan pemilikan rumah sejahtera iB maslahah 
di Bank Bjb Syari‟ah KCP Karawang? 
2. Apa alasan terjadinya penambahan persyaratan dalam akad murabhahah pada 
pembiayaan pemilikan rumah sejahtera iB Maslahah di Bank Bjb Syari‟ah 
KCP Karawang?  
3. Bagaimana relevansi hukum ekonomi syari‟ah terhadap penambahan 
persyaratan dalam akad murabahah pada pembiayaan pemilikan rumah 








C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan Pemilikan rumah sehajtera iB 
Maslahah di Bank Bjb Syari‟ah KCP Karawang. 
2. Untuk mengetahui alasan terjadinya penambahan persyaratan dalam akad 
murabahah pada pembiayaan pemilikan rumah sejahtera iB Maslahah di Bank 
BJB Syari‟ah KCP Karawang. 
3. Untuk mengetahui relevansi hukum ekonomi syari‟ah terhadap penambahan 
persyaratan dalam akad  murabahah pada pembiayaan pemilikan rumah sejahtera 
iB maslahah di Bank BJB Syari‟ah KCP Karawang. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Hasil penelitian dan penulisan ini akan sangat bermanfaat untuk memperoleh 
pemahaman tentang disiplin ilmu yang dipelajarinya, serta bagaimana penerapan 
teori-teori di dalam praktik perusahaan khususnya di Bank-bank syari‟ah, sebagai 
tambahan informasi dan referensi tentang hal-hal yang berkaitan dengan 
penelitian ini. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya 
meningkatkan kegiatan muamalah. Semoga penelitian ini dapat memberikan 
sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan Bank Syari‟ah khususnya 







E. Studi Terdahulu 
Skripsi yang dibuat oleh Yaya Nuryamin, Universitas Islam Negri Sunan 
Gunung Djati Bandung tahun 2009, yang berjudul “Mekanisme Pembiayaan 
Murabahah pada Pemilikan Kendaraan Bermotor di PT. Bank Jabar Banten Syari‟ah 
Cabang Bandung”, dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa prosedur 
pembiayaan murabahah pada pemilikan kendaraan bermotor melalui bebrapa tahapan 
dimulai dari permohonan pembiayaan oleh nasabah kemudian tahapan analisa, 
dilanjutkan tahap keputusan pembiayaan hingga pelaksanaan akad. Metode 
pembayaran yang digunakan dalam pembiayaan murabahah untuk pemilikan 
kendaraan bermotor adalah dengan angsuran flat yaitu perhitungan margin 
keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke 




Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dengan 
penelitian ini. Persamaan dengan penelitian terdahlu adalah sama-sama membahas 
tentang akad murabahah di bank syari‟ah sedangan perbedaan penelitian ini dengan 
penelitian terdahulu adalah objek dan permasalahan yang dibahas.  
Skripsi yang dibuat oleh Suwa Lesmana, Universitas Islam Negri Sunan 
Gunung Djati Bandung, tahun 2010, yang berjudul “Penentuan Syarat Pada Akad 
Pembiayaan Murabahah di BMT ItQan Cicahem Bandung”, dalam skripsi tersebut 
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menyimpulkan bahwa latar belakang terjadinya penentuan syarat pada akad 
murabahah di BMT ItQan Cicahem Bandung adalah untuk menanggulangi nasabah 
yang tidak mempu melunasi hutang dan agar BMT ItQan Cicahem Bandung tidak 
mengalami kerugian akibat kredit macet ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan 
Syari‟ah Nasional tentang Murabahah
7
. 
Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dengan 
pnelitian ini. Persamaan dengan penelitian tedahulu adalah sama-sama membahas 
tentang persyaratan dalam akad murabahah dan perbedaan dengan penelitian 
terdahulu adalah persyaratan yang ada dalam akad murabahah tersebut. 
 
F. Kerangka Pemikiran 
Dalam Al-Qur‟an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan 
perjanjian yaitu al-‘aqdu (akad) dan al-ahdu (janji). Secara etimologis, akad yaitu 
menyimpulkan (mengikatkan), mengadakan perjanjian, dan kontrak. Sedangkan al-
ahdu (janji) secara etimologis mempunyai arti menepati janji/memenuhi janji.
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Secara terminologis akad yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua 
pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. 
Menurut Ramat Syafi‟I akad adalah perikatan yang ditetapkan melalui ijab qabul dan 
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dibenarkan syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.
9
 Sedangkan 
menurut pengertian umum, akad adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan 
perikatan antara dua pihak atau lebih melalui proses ijab qabul yang didasarkan pada 




Adapun rukun akad yaitu: 1) „aqid ialah orang yang berakad, terkadang 
masing-sing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, 
misalnya penjual dan pembeli; 2) ma’qud alaih ialah benda-benda yang diakadkan, 
seperti benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian 
hadiah), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah; 3) 
maudhu al-aqid ialah tujuan atau maksud pokok akad; dan 4) shigat al’aqd ialah ijab 
qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad 
sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah 




Syarat dalam akad ada empat, yaitu : 1) syarat terbentuknya akad (suruth al-
In’iqad), 2) syarat keabsahan akad (syuruth ash-shahihah), 3) syarat berlakunya 
akibat hukum (syuruth an-Nafadz), dan 4) syarat mengikatnya akad (Syarthul-
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 Syarat al-In’iqad atau syarat terjadiya akad (kontrak), yaitu terbagi kepada 
syarat umum dan syarat khusus. Yang termasuk syarat umum yaitu rukun-rukun yang 
harus ada pada setiap akad, seperti orang yang berakad, objek akad, objek tersebut 
bermanfaat, dan tidak dilarang oleh syara. Yang dimaksud syarat khusus adalah 
syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian 
lainnya, seperti syarat harus adanya saksi pada akad nikah, (aqd al’jawaz) dan 
keharusan penyerahan barang/objek akad pada al-uqud al-inayah.
13
 
Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha 
masing-masing yang mengadakan akad. Menurut ulama fiqih tujuan suatu akad harus 
sesuai dengan kehendak syarak, sehingga apabila tujuannya adalah bertentangan 
dengan syarak maka berakibat pada ketidakabsahan dari suatu perjanjian yang dibuat. 
Tujuan harus ada pada saat diadakan, dapat berlangsung hingga berakhinya akad, dan 
harus dibenarkan oleh syarak.
14
 
Islam merupakan agama yang sempurna (komperhensif) yang mengatur aspek 
kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran 
islam yang sangat penting adalah dibidang muamalah/iqtishadiyah (ekonomi islam). 
Kitab-kitab fiqih islam tentang muamalah(ekonomi islam) sangat banyak dan 
berlimpah jumlahnya lebih dari ribuan judul buku. Para ulama tidak pernah 
mengabaikan kajian tentang muamalah dalam kitab-kitab fiqih mereka dan dalam 
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Dari segi ada atau tidak nya konpensasi, fiqih muamalah membagi bagi akad 
menjadi dua bagian, yaitu akad tabarru dan akad tijarah. Akad tabarru adalah segala 
macam perjanjian yang menyangkut non profit transaksi. Transaksi ini pada 
hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad ini 
dilakukan dengn tujuan dengan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. 
Pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun 
kepada pihak lainnya. Imablan akad tabarru adalah dari Allah SWT bukan dari 
manusia. Contoh akad tabarru adalah qard, rahn, kafalah, wadi’ah, hiwalah, hibah, 
wakaf, shadaqah, hadiah, dan lain-lain. Sedangkan akad tijarah adalah segala macam 
perjanjian yang mengangkut profit transaksi. Akad ini dilakukan dengan tujuan 
mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil, contoh akad ini adalah akad-akad 
investasi, jual-beli, sewa-menyewa dan lain-lain.
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Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditunjukan untuk memiliki barang, 
dimana keuntungan bank telah ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas 
barang atau jasa yang dijual. Barang yang belikan dapat berupa barang konsumtif 
maupun produktif. Jual beli ini adalah murabahah, salam, istishna.
17
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Bank BJB syari‟ah memberikan berbagai macam produk sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah pembiayaan perumahan sejahtera iB 
Maslahah yang menggunakan akad murabahah. Pembiayaan ini merupakan subsidi 
dari pemeritah pada program FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan). 
Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang ditunjukan untuk masyarakat yang 
berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah dengan margin rendah yang 
ditawarkan oleh bank. Pembiayaan pemilikan rumah ini merupakan pembiayaan yang 
bersifat konsumtif. Dan karena pembiayaan ini merupakan subsidi dari pemerintah 
untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, maka pembiayaan ini harus benar-
benar tersalurkan secara tepat. 
Murabahah dalam wacana fiqih diartikan sebagai “penjualan komoditas harga 
yang pada mulanya (penjual) membayarnya, ditambah sisa untung yang dikenakan 
kepada penjual dan pembeli”. 
18
 tingkat keuntungan (margin) bisa dalam bentuk 
lumpsum atau presentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilaukan 




Karena awalnya dalam hukum islam, perjanjian murabahah Nampak telah 
diterapkan untuk tujuan perdagangan. Udovitch menunjukan bahwa murabahah 
adalah bentuk perjanjian komisi, dimana pembeli yang biasa nya tidak mampu 
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memperoleh komoditas tersebut memerlukan perkecualian melalui seorang perantara, 
atau tidak ingin mengalami kesulitan, karenanya ia mencari jasa perantara tersebut. 
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Undang-undang No 21 Tahun 2008 menempatkan al-Murabahat sebagai salah 
satu akad yang digunakan sebagai dasar dalam penyaluran pembiayaan. Ini tertulis 
didalam pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf d dan pasal 21 huruf b angka 2 yang 
mengamanatkan bahwa salah stau kegiatan Bank Umum Syari‟ah, UUS dan BPRS 
adalah menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, dan istishna. 
21
 
Di dalam literatur fiqih muamalah khususnya pada pembahasan jual beli, 
terdapat empat konsep yang berhubungan dengan keuntungan yang diterima oleh 
penjual. Keempat konsep ini dikategorikan sebagai ragam jual beli berdasarkan harga 
pembelian, yang pertama,al-wadhiat  penjual menjual barang kepada pembeli dengan 
harga yang lebih murah dari harga pembelian, kedua al-tauliyat yaitu penjual menjual 
barang kepada pembeli dengan harga yang sama dengan harga pembelian, ketiga al-
musawamat yaitu penjualan yang harga jualnya menurut kesepakatan antara penjual 
dan pembeli tanpa melihat harga pokok pembelian dan keempat al-murabahat yaitu 
penjual menjual barang kepada pembeli dengan memberitahukan harga pembeliannya 
dan ia meminta keuntungan kepada pembeli berdasarkan kesepakatan.
22
 
Oleh karena itu, dasar hukum murabahah menurut ijma‟ para ulama adalah 
umat islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai 
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anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain, 
oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah, 




Selain pembahasan tentang muarabahah, Fiqih muamalah juga membahas 
tentang ji’lah yang secara bahasa artinya mengupah, sedangkan secara Syara‟ 
sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq yaitu sebuah akad untuk mendapatkan 
materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh.
24
 
Ji’alah secara etimologis juga diartikan sebagai pemberian upah kepada orang 
yang telah melakukan pekerjaan untuknya. Misalnya mengembalikan hewan yang 
tersesat (Dhalalah), mengembalikan hewan yang kabur, membangun tembok, 
menjahit pakaian dan setiap pekerjaan yang mendapatkan upah. 
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Dalam melaksanakan kegiatan muamalah kita harus menjaga prinsip-prinsip 
dalam muamalah agar mendatangkan manfaat bagi manusia dan tidak mendatangkan 




1. Pada asalnya muamalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang 
mengharamkannya (al-ashl fi al-muamalah al-ibahah hatta yaquma al-
dalil ala al-tahrim) 
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2. Muamalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka („an taradhin) 
3. Muamalah  yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat  dan 
menolak madharat (jalb al-mashalih wa dar’u al-mafasid, dan 
4. Dalam muamalah itu harus terlepas dari unsur gharar, kezaliman dan 
unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara. 
 
G. Langkah-Langkah Penelitian 
langkah-langkah dilakukan dalam penelitian ini secara garis besar mencakup 
penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang dikumpulkan, penentuan 
sumber data yang akan digali, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang akan 
ditempuh. Dalam penelitian ini akan digunakan langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode Analisis deskriptif, yaitu suatu 
penelitian menggunakan data yang diperoleh dari Lembaga Keuangan (Bank 
Syari‟ah) itu sendiri, dengan alasan metode ini dapat memberikan gambaran 
tentang sesuatu satuan analisis secara utuh dan terintegrasi. 
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 
yakni pendekatan yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa 
dengan menafikan segala hal yang bersifat kuantitatif, sehingga gejala-gejala yang 
ditemukan diukur melalui penafsiran logis teoritis. 
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2. Jenis Data 
Jenis data penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah yaitu : 
a. Pelaksanaan pembiayaan pemilikan rumah sejahtera iB maslahah di bank 
Bjb Syari‟ah KCP Karawang. 
b. Alasan penambahan persyaratan dalam akad murabahah pada pembiayaan 
pemilikan rumah sejahtera iB Maslahah di Bank Bjb Syari‟a KCP 
Karawang. 
c. Relevansi Hukum Ekonomi Syariah terhadap penambahan persyaratan 
dalam akad mrabahah pada pembiayaan pemilikan rumah sejahtera iB 
maslahah di Bank Bjb Syari‟ah KCP Karawang. 
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Data Primer 
Yaitu berupa hasil wawancara dengan Bapak Nanda Saputra bagian 
marketing Bank Bjb Syari‟ah KCP Karawang yang menangani produk 
pembiayaan pemilikan rumah sejahtera iB maslahah, juga data-data yang 
tidak bersifat rahasia mengenai Bank BJB Syari‟ah didapat dari staff 
marketing pembiayaan dari pihak Bank BJB Syrai‟ah KCP Karawang yakni 
bapak Nanda Saputra. 
b. Data Skunder 
Yaitu data yang didapat dari pihak Bank BJb Syari‟ah KCP Karawang 





membahas tentang perbankan syari‟ah, muamalah, LKS atau beberapa karya 
ilmiah hasil dari suatu penelitian serta artikel-atikel pada media internet 
tentang penerapan akad murabahah. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpula data merupakan langkah yang paling strategis dalam 
penelitian, Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa 
mengetahui teknik pengumpuan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 
yang memenuhi standar data yang ditetapkan, dan teknik pengumpulan data yang 
akan digunakan adalah: 
a. Wawancara 
Merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian degan 
cara tanya jawab sambil betatap muka antara pewawancara dengan informan atau 
orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman (guide) wawancara. 
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Adapun Tanya jawab itu sendiri kebanyakan akan penulis ajukan kepada staff 
marketing dari pihak Bank BJB Syari‟ah KCP Karawang yaitu dengan Bapak 
Nanda Saputra. 
b. Studi pustaka 
Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mempelajari 
teori-teori yang berhubungan dengan pembiayaan dengan akad murabahah. 
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5. Metode Analisis Data 
Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara 
dengan pihak Bank Bjb Syari‟ah KCP Karawang, dan sumber data lainnya 
sehingga penulis dapat menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai 
berikut: 
a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data; 
b. Mengklasifikasikan data tersebut dan menyusun kedalam satuan-satuan 
menurut rumusan masalah dan tujuan penelitian; 
c. Meghubungkan data antara teori dan praktik sebagaimana disusun dalam 
keragka pemikiran; 
d. Menganalisis seluruh data secara deduktif dan induktif, sehingga diperoleh 
kesimpulan.
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